SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Situbondo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangungan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Situbondo;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 435);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2024 Nomor 2);

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Situbondo.



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Situbondo.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Situbondo.

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Situbondo.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Situbondo.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Situbondo

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Situbondo.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan,
pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian
dan evaluasi kebijakan serta invensi dan inovasi secara
menyeluruh dan berkelanjutan yang selanjutnya
merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan
menghasilkan  pemahaman/cara baru  dan/atau
mengembangkan  penerapan dan  konteks ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam
suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi berupa produk atau proses atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Inovasi adalah proses pembaharuan, pengembangan,
atau pemanfaatan untuk menciptakan sesuatu yang baru
dan berbeda dari sebelumnya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian
dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi
yang terintegrasi di daerah.

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)
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Badan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis
administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

a. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Pelaksana.

b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, terdiri dari kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana;

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri
dari kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari
kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari
kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan
dan menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi
yang terintegrasi di Daerah.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

ayat (1), Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan
inovasi daerah;

b. pelaksanaan kebijakan daerah penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan
inovasi daerah;

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;

d. pelaksanaan administrasi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan
inovasi daerah;

e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan
laporan pelaksanaan penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan
inovasi daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf a mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengordinasikan dan mengendalikan
kegiatan administrasi umuim, kepegawaian,
perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan
keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada
lingkup sekretariat;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program,
anggaran dan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-
tugas Bidang;

d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. pengelolaan addministrasi perlengkapan;

g. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;

h. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

i. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan
ketatalaksanaan;

j- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan
kegiatan;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.



Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1,
mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata
usaha kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi:

(2)

a.

b.
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pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol
Badan;

penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan
Badan;

pelaksanaan pendistribusian barang perlengkapan di
lingkungan Badan,;

pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan
pengadministrasian barang-barang keperluan Badan
dan perbekalan lain;

pelaksanaan urusan surat-menyurat;

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan
Badan;

pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan,;
penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta
melakukan inventarisasi barang yang dikelola
maupun dikuasai Badan;

penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang
meliputi pengumpulan data kepegawaian,
penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan
dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik,
penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi
kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang
menyangkut pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai,
pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti
pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan
kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan
asuransi pensiun (Taspen), dan kartu asuransi
kesehatan;

penyelenggaraan kesejahteraan pegawai di
lingkungan Badan,;

penyusunan laporan kepegawaian di lingkungan
Badan;

penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja
di lingkungan Badan;

pelaksanaan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas

melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan
anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;

b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan;

c. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang
meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan
dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai;

d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan
Badan;

e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan
biaya pengeluaran Badan;

f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan

keuangan,

pelaksanaan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Sekretaris; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 8

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan,

pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan
data dan informasi pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan
pendanaan pembangunan daerah;

b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. pelaksanaan pengumpulan dan analisasi data serta
informasi  pembangunan untuk  perencanaan
pembangunan daerah;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program
pembangunan di daerah;

e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan
daerah;

f. pengoordinasian dan penyinkronisasian pelaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;



g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana
pembangunan daerah;

h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan,
supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai
dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan
daerah berdasarkan data untuk mengetahui
perkembangan pembangunan;

j- penyajian dan pengamanan data informasi
pembangunan daerah;

k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak
dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan pembangunan daerah;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan pembangunan daerah;

n. pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk
penyiapan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

0. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan

program pembangunan daerah;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B R

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, Renstra
PD, RKPD, dan Renja PD) Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan
DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan
DPRD terkait APBD Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

g. pengoordinasian  pelaksanaan  sinergitas dan
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di
provinsi dan kabupaten/kota Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia;

h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan
pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia;

i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama
kerjasama antar daerah Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

j- pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan

kepada perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

=

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 10

(1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, Renstra
PD, RKPD, dan Renja PD) bidang perekonomian dan
sumber daya alam.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam;

d. pengoordinasian  pelaksanaan  sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan
DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



(1)
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f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan
DPRD terkait APBD Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam;

g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam;

h. pengoordinasian  pelaksanaan  sinergitas dan
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di
kabupaten Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam;

i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan
pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam;

j- pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama
kerjasama antar daerah Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam;

k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan

kepada perangkat daerah Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

[um—

B

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 11

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai
tugas membantu Kepala Badan dalam
mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, Renstra
PD, RKPD, dan Renja PD) Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

d. pengoordinasian  pelaksanaan  sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan
DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;
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f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan
DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

h. pengoordinasian  pelaksanaan  sinergitas dan
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di
kabupaten Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan
pusat untuk prioritas nasional Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan;

j- pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama
kerjasama antar daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan

kepada perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

[um—

=)

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 12

Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan,
serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh
dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan
rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan
dalam perencanaan pembangunan daerah di segala
bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai
Pancasila.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan
pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah
yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai
landasan dalam perencanaan pembangunan daerah
di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada
nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran,

kelembagaan, dan sumber daya Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta
Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada
nilai Pancasila;
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c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;

e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan,
penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta
Invensi dan Inovasi di Daerah;

f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan,
pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu
pengetahuan dan teknologi di Daerah;

g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat berbasis Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh
lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di
daerah;

h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di
daerah;

i. pelaksanaan administrasi badan; dan

j- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 13

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf g merupakan unsur pelaksana teknis operasional
dan/atau teknis penunjang tertentu pada Badan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan
pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi
induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan
serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan
penetapan kebijakan daerah.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Tugas dan
Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur
dalam Peraturan Bupati tersendiri.
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15
Kelompok Jabatan  Fungsional memiliki tugas
memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban
kerja.
Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan yang
mengatus Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 16
Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan
tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja
secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. Ketua tim; dan
b. Anggota tim.
Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang
ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan
memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan tugas.
Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELON JABATAN

Pasal 17
Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb
atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon

IIIa atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb

atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon

IVa atau Jabatan Pengawas.
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kelompok Jabatan Fungsional serta UPTD wajib
menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing,
mengawasi dan  memberikan  petunjuk  dalam
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada
atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 19
Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan
pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi
persyaratan kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.
Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja
secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
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(5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen dan = pengalaman
kepemimpinan.

(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku
dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pasal 20

(1) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara
yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus
memenuhi kompetensi pemerintahan.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan
yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan
Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum,
pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah, hubungan
Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika
pemerintahan.

Pasal 21

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
dan Pasal 20 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini
berlaku tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan
tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang
baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat baru berdasarkan peraturan Bupati ini
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi
berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022
Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 31 Desember 2024 KARNA SUSWANDI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 77
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